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PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan paparan bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan
bahwa:

1. Praktik jual beli obat daftar K di Apotek Tarandam Kelurahan Ganting
Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dilakukan dengan
pola yang tidak sepenuhnya seragam dan sangat bergantung pada jenis
obat serta kondisi pembeli. Pihak apotek membedakan perlakuan
terhadap pembelian obat daftar K, obat-obatan tertentu yang berisiko
tinggi, seperti tramadol dan obat golongan psikotropika, pihak apotek
secara tegas tidak memberikan kepada pembeli tanpa resep dokter.
Namun, obat keras lain seperti amoxicillin trihydrate masih ditemukan
diberikan kepada pembeli meskipun tanpa membawa resep dokter,
terutama ketika pembeli datang langsung dan menyampaikan keluhan
tertentu. Selain itu, pihak apotek telah menerapkan pencatatan internal
terkait keluar-masuk obat daftar K melalui kartu stok, buku pencatatan,
serta dokumentasi faktur dan nota. Pencatatan ini dilakukan untuk
keperluan stok, pelaporan, dan pengawasan, termasuk ketika dilakukan
pemeriksaan oleh pihak terkait. Namun, dari sudut pandang pembeli,
proses pencatatan tersebut tidak selalu terlihat secara langsung dalam
setiap transaksi jual beli obat daftar K, kecuali dalam bentuk nota apabila
diminta.

2. Pelayanan kefarmasian di Apotek Tarandam Kelurahan Ganting Parak
Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dalam transaksi jual beli
obat daftar K belum sepenuhnya mencakup unsur pelayanan informasi
obat (PIO), konseling, dan pemantauan terapi obat dalam penggunaan
obat Daftar K. Apabila pembeli membawa resep dokter, petugas apotek

memeriksa kesesuaian jenis obat, jumlah, dosis, serta aturan pakai yang
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tertera dalam resep, kemudian hanya memberikan penjelasan langsung
mengenai cara penggunaan obat dan waktu minum namun, tidak
memberikan pelayanan informasi obat (PI10) secara lengkap dan menyeluruh
terkait efek samping dan dosis obat apabila digunakan tanpa menggunakan
resep, pemberian informasi hanya disampaikan ketika pembeli yang
bertanya. Terkait konseling kefarmasian, hasil penelitian menunjukkan
bahwa konseling tentang penggunaan obat daftar K di Apotek Tarandam
masih bersifat singkat dan situasional. Konseling umumnya diberikan
bersamaan dengan penyerahan obat dan terbatas pada penjelasan cara
minum dan anjuran umum, seperti tidak menggunakan obat secara
berlebihan. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai efek samping,
interaksi obat, dan risiko penggunaan obat daftar K belum diberikan secara
menyeluruh kepada pembeli. Namun, tahapan pengkajian dan pelayanan
resep, dimana petugas apotek menerima dan melakukan pemeriksaan resep
sebelum obat disiapkan dan diserahkan kepada pembeli sudah dilaksanakan
dengan baik dan pada tahap dispensing, obat diserahkan kepada pasien
disertai dengan penjelasan dasar mengenai aturan pakai obat, seperti cara
penggunaan, frekuensi minum, jumlah obat, serta waktu penggunaan
sebelum atau sesudah makan serta monitoring efek samping obat juga telah
dilakukan, yaitu dengan cara mengidentifikasi keluhan pembeli yang datang
setelah mengonsumsi obat serta memberikan saran awal berupa
penghentian sementara penggunaan obat atau merujuk pasien ke dokter atau
rumah sakit apabila diperlukan.

3. Ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik transaksi jual beli obat daftar K
dalam pelayanan kefarmasian di apotek Tarandam Kelurahan Ganting
Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang belum sepenuhnya
sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Meskipun terdapat upaya
penerapan nilai tidak melakukan sumpah, membangun hubungan baik,
dan  penetapan harga secara transparan, masih  terdapat

ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip tauhid, jujur dalam takaran,
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menjual barang yang baik mutunya, bermurah hati dan tertib administrasi.

Praktik pemberian sebagian obat daftar K tanpa resep dokter dan

keterbatasan penyampaian informasi kepada pembeli menunjukkan bahwa

prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam etika bisnis

Islam, penjual tidak hanya dituntut jujur dan ramah, tetapi juga wajib

menjaga keselamatan dan kemaslahatan pembeli, terutama dalam transaksi

yang berisiko seperti obat keras.

5.2Saran

1.

Pihak apotek diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kefarmasian, terutama dalam pemberian konseling dalam penggunaan
obat daftar K yang lebih lengkap dan jelas kepada konsumen mengenai
penggunaan obat, risiko, serta efek samping obat keras, sehingga prinsip
kejujuran informasi dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen

dapat terpenuhi.

. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut

mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik kefarmasian dengan
ruang lingkup yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda, sehingga
dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi
pengembangan praktik bisnis kefarmasian yang sesuai dengan nilai-nilai

syariah dan hukum yang berlaku.
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